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PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

a.

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa berdasarkan pasal 157 Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas
pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut
PAD, dana perimbangan dan  lain-lain
pendapatan daerah yang sah;

bahwa sumbangon pihak ketiga kepada daerah
adalah salah sotu sumber pendapatan daerah
yong merupakan lain-lain pendapatan daerah
yang sah sehingga pengurusan dan
pengelolaannya perlu diatur dengan baik demi
untuk kepentingan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada
Daerah.
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah (Lembaren Negara Republik
indonesia  Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaron
Negara Republik Indonesia Tohun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara RepubliR Indonesia
Nomior 3852);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangon Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesic Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Incdonesia Nomor 4437),
sebagaimona  telah  diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Taohun 2008
tentang  tentang Perubahan  Kedua  atas
Undang-undang Nomor 32 Tohun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Doerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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10.

.

12,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Dembentukan Kabupaten Buton Utora di Provinsi
Sulowesi Tenggora (Lembaran Negara Republik
indonaesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

Undang-Undang Nomor 4¢ Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nemor 112, Tambahon
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Maijelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwokilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Doerch  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200 tentang
Pembentukan Peraturon  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Deraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Borang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peroturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perubchan Atas Peraturan
Pemerintah  Momor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
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13,

14,

15,

16.

17.

18,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tohun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintchan antara
Pernerintah, Pemerintahan Doerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerch Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaron Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republir indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peragturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 201 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerch:

Peraturan Daerch Nomor 2 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjodi Kewenangan
Pemerintah Doerah Kabupaten Buton Utara
(Lembaran Daerah kabupaten Buton utara Tahun
2008 Nomor 2);

Peraturan Daercgh Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisosi don Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun
2008 Nomor 3) sebagaimana teloh diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Perubahcn atas Peraturon Daerah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerjo Sekretariat
Daerch dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton
Utara (Lembaran Daerch Kabupaten Buton Utara
Tahun 2010 Nomor 11);

Perda tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketige Tehun {2 b S—— 4



19. Peraturcn Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Orgonisosi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tohun 2008
Nomor 4) sebagaimana telah diuboh dengon
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturon Daerah Nomor 4 Tahun
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daoerah Kobupaten Buton
Utara Tahun 2010 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
UTARA

dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapon : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Buton utara;

-

Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati odalah Bupati Buton utara;

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton Utara;
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Pihak ketiga odalah Instansi atau badan Usoha dan atou
perseorangan yang berada diluar Organisasi pemerintah Daerah
antara lain Pemerintah Pusat, Pernerintah Daerah lainnya, Usaha
Koperasi, Swasta Nasional atau Swasta Asing yang tunduk pada
hukum Indonesia;

Badan Pengelola adalah Badan non Struktural yang mengelola
penyertaan modal daerah pada pihak ketiga;

Pihak Ketiga cdalah Orang atou Badan Hukum dalom
kedudukannya sebagai Penyumbang;

Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada
daerah secara ikhlas dan tidak bertentangan dengan peraturan
Perundang-~-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang
disamakan dengan uang maupun barang-barang yang baik
bergerak atau tidak bergerak,

BAB i
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Pasal 2

(1) Deerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga;

2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa

pemberian donasi, wakaf, hibah dan/atau sumbangan lainnya
yang serupa dengan itu;

(3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat M,

tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yong bersangkuton
bepada Negara dan Daerah seperti pembayaran pajak dan
rewajiban lainnya  yong  sesuai dengan peraturon
perundang-undangan yang berloku.

BAB I
KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2, harus
mendapat persetujuan teriebih dahulu dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
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Pasal 4

Sumbangan vang telah mendapat persetujuan sebagaimana
dimaksud pasal 3, selanjutnya mendapat pengeschan  dari
Cubernur Sulawesi Tenggara.,

BAB IV
KETENTUAN PENGELOLAAN
Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana
pasal 4, harus digunakan untuk kepentingon Daerah Rhususnya
untuk Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 5,
sepanjang berupa uang dan/atau yang disamokan dengan uong
dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berasal dari
Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana  dimoksud  dalom
Deraturan Daerah ini menjadi kekayaan doerah, oleh karena itu
nengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, diserah
rerimakan Hepada Bupati.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN
Pesal ¢

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh  Daerah sebelum
berlakunya Peraturan Daerch ini yang didasorkan pada Peraturan
Perundang-undangan, Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati
dianggop diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Puasal 10

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Deerah ini sepanjang
mengenai aturan pelaksanaannya, okan diatur don ditetapkan
lebih lanjut dengon Peraturan Bupoti/Keputuson Bupati,

Pasal 11
Deraturan Daerch ini mulai berlaku pada tangaal diundangkan.

Agar setiop orang mengetahuinye,  memerintahkan
pengundangan Peroturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupoten Buton Ltara.

Ditetapkandi B uran g a
pada tanggal 18 Jonuari 2013
BURATI BUTON UTARA,
Cap/Ttd
H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

DiundangkandiB ur anga
poda tanggal 18 Pebruari 2013

LSWEBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2013 NOMOR 4
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

UMUM

Bahwa sesuai dengan makna otonomi daerah yong nyata
dan bertanggungjawob maka dalam mengurus Rumah Tongga
sendiri diperlukan sumber keuangan yang cukup. Sumbongon
Pihak Ketiga adalch Pererimaan Sumbangan yang diperoleh dori
orang atau Badan Hukum yang sah dan harus diatur berdasarkon
Peraturan yong berlakudan dimonfaatkan untuk Pembangunan
Daerah.

Pemberian sumbangan dimaksud dalam Peraturan Daerch
ini harus secara ikhlas diserahkan dan tidak bertentangan dengaon
betentuan perundang-undangan yang beriaku serta tidak
mengurangi kewajiban-kewajiban lain oleh Pihak Ketiga yang
bersangkutan kepada Negara dan Daerah.

Beberapa istilah dalam Peraturan Doerah ini periu
dilelaskan sebagai berikut

Pemberian adalah sumbangan pihok ketiga kepada daerch
secara ikhlas,
Hadiah adalah sumbangan sebagian pemberian karena suatu
prestasi yang dicapai,
- Donasi adalah sumbangan tetap kepada doaerah berupa uang
dari pihak ketiga yvang dalam kedudukannya sebagai donatur.
- Wakaf adalah sumbangan yang diberikan kepada daerch
untuk kepentingon umum atau yang berhubungan dengan
kepentingan Agama,
Hibah adaloh sumbangan secara  sukarele  dengon
mengalihkan hak sesuatu kepada daerah.
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup lelas.

Pasal 2
Cukup Jelcs.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan Sumbangan Pihak Hetiga harus
mendaopat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerch Kabupaten Buton Utara adalah Sumbangan
Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Instansi atou
badan Usaha don atau perseorangan yong berada diluar
Organisasi pemerintah Daerch antara lain Pererintah Pusct,
Pemerintah Doerah lainnya, Usoha Koperasi, Swasta Nasional
otau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonasia
dengan tidok bertentangon dengan ketentuan peraturon
perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4
Yang dimaksud sumbangan yang harus mendapat pengesahan
dari  Gubernur Sulawesi Tenggara adalgh  Sumbahan
Pemerintah Provinsi yang diserahkan kepada Daerah dengon
tidak bertentangan dengon ketentuan perundang-undangon
yang berlaku.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelcs.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.
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